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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam menetapkan
prinsip, standar, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan
efektif. Dalam peraturan tersebut, Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Pasal 1
ayat (1) mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan
keuangan daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur proses
penyusunan anggaran, pelaksanaan pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan
daerah. Salah satu bagian dari Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang
diatur dalam ayat (1) adalah mengenai Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas.

Prosedur pengeluaran kas tidak dapat dipisahkan dari proses verifikasi dan
pemeriksaan dokumen pembayaran yang menjadi tahap awal dalam memastikan
keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung. Verifikasi yang dilakukan agar
pengeluaran kas sesuai dengan anggaran dan aturan yang berlaku.

Dokumen pembayaran yang dilakukan verifikasi umumnya meliputi faktur,
kuitansi, surat perintah pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya. Prosedur ini
bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah
direncanakan dan disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memegang peran
penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan aset daerah dilakukan

secara transparan dan akuntabel (Wijaya, 2020). Untuk menjaga transparansi dan



akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dua hal yang sangat penting untuk
diperhatikan adalah proses verifikasi surat perintah membayar (SPM) dan rekonsiliasi
aset daerah (Prasetyo, 2021). Menurut Wibowo (2020), Proses Verifikasi SPM
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur verifikasi memiliki peranan penting dalam mendukung penerapan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah.
Masyarakat mengharapkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan adanya proses
verifikasi yang tepat, risiko penyalahgunaan anggaran dapat dikurangi.

Di era digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, prosedur verifikasi mulai
bertransformasi dengan penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi.
Namun, prinsip utama dalam verifikasi tetap harus dijalankan dengan teliti agar sistem
dapat berfungsi dengan baik dan data yang dihasilkan dapat dipercaya. Prosedur
verifikasi dokumen pembayaran juga sangat penting dalam mendukung prinsip
efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan melakukan pemeriksaan yang
teliti, penggunaan dana publik dapat dihindarkan dari pembayaran yang tidak tepat
atau tidak sah. Hal ini memungkinkan sumber daya keuangan dialokasikan ke
program-program yang lebih prioritas dan bermanfaat.

Penulis memahami prosedur verifikasi dokumen pembayaran menjadi bekal
penting sebelum memasuki dunia kerja. Di lapangan, kemampuan untuk melakukan
verifikasi dengan benar sangat dibutuhkan oleh petugas keuangan daerah agar
pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mendukung
pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini penulis tertarik untuk

mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana Prosedur Verifikasi Dokumen



Pembayaran pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian yang
telah penulis jelaskan diatas, maka penulis akan membahas yaitu “Prosedur
Verifikasi Dokumen Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan

dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan”.
1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, masalah yang akan diteliti
adalah “ Bagaimana Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran Pada Badan
Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir
Selatan?”

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan kegiatan magang ini adalah
untuk mengetahui Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran Pada Badan
Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten
Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Magang

a. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan

praktek.

b. Menambah pengetahuan dan informasi tentang Prosedur Verifikasi
Dokumen Pembayaran Pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Sebagai sarana untuk aplikasi ilmu yang telah dipelajari dibangku
perkuliahan dengan praktek lapangan.

1.5 Metode Magang
1. Studi Keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan



bacaan yang mencakup yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah
yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas penulis.

2. Studi Lapangan

a. Data Primer
Data yang didapat dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang
berkepentingan.

b. Data Sekunder
Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek
yang dibahas.

3. Pencarian Data Melalui Internet
Mencari data melalui internet dapat dilakukan dengan cara mengakses jurnal-
jurnal yang membahas topik permasalahan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis akan melaksanakan magang
pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di jalan H. Agus Salim No. 1 Painan,
Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan waktu kegiatan magang akan dilakukan
selama 40 hari kerja dimulai 24 Januari sampai 20 maret 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab | : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari sub bab yang meliputi : latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan

waktu magang dam sistematika penulisan.



Bab Il

Bab 111

Bab IV

Bab V

: LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini membahas mengenai pengertian prosedur,

: GAMBARAN UMUM DINAS/INSTANSI

Bab gambaran umum berisi tentang profil instansi pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang meliputi sejarah, visi

misi, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi.

: PEMBAHASAN

Bab pembahasan merupakan uraian mengenai hasil kegiatan magang
selama 40 hari kerja tentang “Prosedur Verifikasi Dokumen
Pembayaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Kabupaten Pesisir Selatan”.

: PENUTUP

Pada bab terakhir ini dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari
analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu
sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk

masa yang akan datang.



BAB Il
LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur
2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa
orang dalam satu dapertemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan
secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang ulang (Mulyadi, 2016).
Menurut Susanto (2017) prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang
dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Disamping itu, Selanjutnya
menurut Rifka (2017) prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk
menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu.

Prosedur merupakan rangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan secara
sistematis dan berulang dalam pelaksanaan suatu kegiatan, guna menjamin konsistensi
dan keseragaman perlakuan pada setiap proses yang dijalankan. Dengan demikian,
prosedur dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang terstruktur untuk
menyelesaikan aktivitas tertentu sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai
secara efisien dan efektif. Penerapan prosedur yang tepat sangat penting untuk
meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Selain itu, prosedur
juga berfungsi sebagai pedoman operasional yang memudahkan koordinasi dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut menurut (Ansori,
2015):

1. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga

menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang



seperlunya saja.
2. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa
yang akan datang.
3. Adanya suatu petunjuk atau urutan kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh
seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan
efesien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan,
bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan
sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing masing.
2.2 Verifikasi
2.2.1 Pengertian Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang
dan sebagainya. Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian
terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang
berlaku (Suharso2022). Sedangkan menurut Ramadhan & Musfiroh (2021) Verifikasi
adalah sebuah konfirmasi ulang untuk memastikan bahwa metode atau prosedur
analisis yang digunakan telah memenuhi syarat dan membuktikan bahwa dengan
metode tersebut dapat menghasilkan data yang valid. Verifikasi merupakan salah satu
bentuk pencegahan pemalsuan dokumen, dimana setiap dokumen harus melalui
verifikasi untuk mengetahui keaslian dokumen.

Verifikasi sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap laporan
keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku,
sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan atau kecurangan. Dengan adanya

proses verifikasi yang sistematis dan objektif, keandalan serta akurasi informasi



keuangan dapat terjamin, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat

oleh pihak manajemen maupun pemangku kepentingan lainnya.

2.2.2 Manfaat Verifikasi

Dalam pengelolaan keuangan daerah, keakuratan dan keabsahan dokumen

pembayaran menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Proses verifikasi dokumen

pembayaran pada belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin

kepatuhan dan kelayakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Manfaat Verifikasi diantaranya:

1)

2)

3)

4)

5)

Menjamin Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen. Verifikasi memastikan bahwa
seluruh dokumen yang mendukung permohonan pembayaran belanja pemerintah
daerah lengkap, sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mencegah Penyimpangan dan Kesalahan. Verifikasi berfungsi sebagai langkah
pengamanan dalam setiap transaksi, sehingga kesalahan penting dalam laporan
keuangan atau penggunaan anggaran bisa ditemukan dan dihindari sejak tahap
awal.

Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan adanya verifikasi, setiap
transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka,
sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menjamin Kepatuhan terhadap Regulasi. Verifikasi memastikan bahwa setiap
proses pembayaran dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi Dasar Tindak Lanjut dan Perbaikan. Hasil dari proses verifikasi bisa
digunakan sebagai acuan untuk melakukan langkah selanjutnya, seperti
memperbaiki dokumen, menyesuaikan anggaran, atau melakukan tindakan koreksi

yang diperlukan.



6) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan. Melalui verifikasi

yang dilakukan secara objektif dan teliti, kemungkinan terjadinya penyimpangan

atau pelanggaran dapat diketahui sejak dini, sehingga pengelolaan keuangan dapat

berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, proses pembayaran juga

menjadi lebih cepat karena dokumen yang telah diverifikasi biasanya sudah lengkap

dan memenuhi semua persyaratan administratif.

2.3

231

2.3.2

Dokumen Pembayaran

Pengertian Dokumen Pembayaran

Menurut Haryanto et al. (2007) dokumen pembayaran dalam keuangan daerah
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam proses akuntansi belanja
dan realisasi pengeluaran kas daerah. Dokumen-dokumen ini meliputi Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran
Lainnya, serta Bukti Pengesahan SPJ.

Dokumen Pembayaran pada Keuangan Pemerintah

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran dari DJPb Kementerian Keuangan
Tahun 2018 menguraikan bahwa dokumen pembayaran meliputi Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta dokumen pendukung seperti kontrak,
kuitansi, berita acara serah terima, dan dokumen lain yang diperlukan untuk
memastikan keabsahan dan kelengkapan administrasi pembayaran belanja

pemerintah daerah.

2.4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

24.1

Pengertian dan Jenis SPP

Dalam Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran dari DJPb Kementerian



Keuangan Tahun 2018 dijelaskan bahwa SPP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pengelola Keuangan, yang berisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPP dapat berupa SPP Uang
Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persedian (SPP-GU), SPP Tambah
Uang Persediaan (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS).
242 SPP-UP
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Dokumen SPP-UP terdiri dari:
1) Surat Pengantar SPP-UP
2) Ringkasan SPP UP
3) Rincian SPP UP (SPP from 1,2,3)
4) Surat pernyataan pengajuan SPP-UP
5) Salinan SPD
6) Kwitansi
243 SPP-GU
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung. Pengantar SPP-GU terdiri dari:
1) Surat Pengantar SPP-GU,
2) Ringkasan SPP GU;
3) Rincian SPP GU (SPP from 1,2,3);
4) Kwitansi;

5) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas
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penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
6) Surat pernyataan pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D
kepada kuasa BUD;
7) Salinan SPD.
244 SPP-TU

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan unruk pembayaran langsung dan uang
persediaan.
Dokumen SPP-TU terdiri dari:
1) Surat Pengantar SPP-TU,
2) Ringkasan SPP TU;
3) Rincian SPP TU (SPP from 1,2,3);
4) Kwitansi;
5) Surat pernyataan pengajuan SPP-TU yang ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa yang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D
kepada kuasa BUD;
6) Salinan SPD;
7) Format pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Dalam
hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa

tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
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245 SPP-LS

SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa:
1) Pengantar SPP;
2) SPP-LS;
3) Rincian SPP-LS;
4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
5) Kwitansi Asli bermaterai/bukti pembelian;
6) Foto copy Referensi bank Jatim (nama penyedia barang/jasa harus sama dengan
SPK);
7) Berita Acara Penerimaan Barang/ Penyerahan Pekerjaan;
8) Faktur Pajak;
9) SSP PPh + PPN;
10) Fotocopy SPD (belanja langsung dan tidak langsung)
2.5 Surat Perintah Membayar (SPM)
2.5.1 Pengertian dan Jenis SPM

Dalam Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran dari DJPb Kementerian
Keuangan Tahun 2018 dijelaskan bahwa SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau
dokumen lain yang dipersamakan. SPP dapat berupa SPM Uang Persediaan (SPM-

UP), SPM Ganti Uang Persedian (SPM-GU), SPM Tambah Uang Persediaan (SPM-
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TU), dan SPM Langsung (SPM-LS).
252 SPM-UP
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan dan untuk mendanai kegiatan.
Dokumen SPM-UP terdiri dari:
1) Pengantar SPM-UP (PPK-17)
2) SPM-UP (PPK-18)
3) Dokumen SPP-UP
253 SPM-GU
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
Dokumen SPM-GU terdiri dari:
1) Pengantar SPM-GU
2) SPM-GU
3) Dokumen SPP-GU
4) Pengantar Pengesahan SPJ UP/GU
5) Pengesahan SPJ-UP/GU bulan sebelumnya.
254 SPM-TU
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Dokumen SPM-TU terdiri dari:

1) Pengantar SPM-TU
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2) SPM-TU

3) Dokumen SPP-TU

4) Rincian Rencana Penggunaan TU
255 SPM-LS

SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Dokumen SPM-LS terdiri dari:

1) Pengantar SPM-LS

2) SPM-LS

3) Dokumen SPP-LS

2.6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

2.6.1 Pengertian dan Jenis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Pasal 1
ayat 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian SP2D adalah Surat Perintah
Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 216
sampai dengan pasal 219 menyatakan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana adalah
surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kuasa BUD yang dipergunakan untuk
mencair dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. Jadi SP2D
adalah Surat Perintah yang diterbitkan olehn BPKPAD selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas dana pada APBD berdasarkan SPM yang
diajukan.

2.6.2 SP2D Belanja Langsung (LS)

Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung
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(LS) untuk mencatat dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat
dilakukan dengan pembayaran secara langsung antara lain:
a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah (mekanisme LS
gaji dan tunjangan ).
b. Pembayaran pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga( mekanisme LS
pengadaan barang dan jasa).
c. Belanja bunga, subsidi, bantuan hibah, bantuan social, belanja bagi hasil,
belanja tak terduga, bantuan keuangan, dan pengeluaran pembiayaan.
2.6.3 Pengertian SP2D untuk Pengeluaran Kas UP, GU dan TU

Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran kas Uang Persediaan (UP),
Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) menurut Ratmono dan Sholihin (2015)
dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah, Berbasis Akrual adalah sistem akuntansi
pengeluaran kas dana Uang Persediaan (UP) berkaitan dengan pencatatan dana yang
digunakan untuk uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Sistem akuntansi pengeluaran kas dana Ganti Uang (GU) digunakan untuk
mencatat dana yang digunakan untuk mengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung. Sistem akuntansi pengeluaran kas Tambahan
Uang (TU) digunakan untuk mencatat dana yang digunakan untuk tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
selaku pengguna anggaran yang bersifat mendesak dna tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung.

2.6.4 Pihak yang Terkait dalam Penerbitan SP2D
a. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan fungsi atau kuasa untuk
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melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan.
d. Sekretaris Daerah (SEKDA)
SEKDA adalah unsur pembantu pimpinan daerah, yang dipimpin oleh
sekretaris daerah.
e. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) pada perangkat daerah.
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BAB 111

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
(BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan

BPKPAD adalah sebuah Unit Organisasi yang merupakan hasil perubahan dari
BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) pada tahun 2007, karena perubahan
SOTK di ubah menjadi DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) pada tahun 2008,
dan diubah lagi pada tahun 2011 menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, kemudian diubah lagi pada tahun 2017 menjadi BPKD
(Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) pada Tahun 2021 bulan November BPKD
(Badan Pengelola keuangan Daerah) diubah lagi menjadi BPKPAD (Badan
Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah).

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk pertanggung jawaban
kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan harapan melalui perencanaan strategi
(RENSTRA) ini dimasa yang akan datang akan lebih mendekati kenyataan yang ada
di Lapangan. RENSTRA terdiri dari pendahuluan , kondisi umum visi dan misi serta
faktor-faktor penentu keberhasilan, tujuan dan saran. RENSTRA digunakan sebagai
acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, untuk mengantisipasi permasalahan dan
hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang
menjadi perkebangan keuangan baik target dan realisasinya. Unit BPKPAD ini berasal
dari penyatuan (tiga) Bidang Unit kerja yakni: kantor pendapatan, bagian aset daerah
setda, dan bagian keuangan setda. Yang merupakan perpecahan dari Kantor Bupati
Pesisir Selatan.

Tugas dari BPKPAD adalah melaksanakan Fungsi Administrasi untuk Internal

yang dulunya dilaksanakan oleh Tata Usaha. Selain itu BPKPAD juga memiliki fungsi
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sebagai Konsolidator dalam Bidang Pendapatan. Bendahara Umum Daerah (BUD),

Anggaran, Aset, dan Akuntansi termasuk juga dalam pengelolaan gaji PNS. BPKPAD

juga masih memilik fungsi khusus yang lain dengan resiko pekerjaan, dan juga beben

yang lebih berat yaitu: Pengelolaan dan Hibah dan Dana Bantuan Keuangan.

1. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional

2. Instruksi Presiden No. 7 tahun 2009 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 59 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2010 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tatanan kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Visi, Misi, dan Motto Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah (BPKPAD) Kabupten Pesisir Selatan

Visi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
Kabupten Pesisir Selatan adalah “Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejarah, maju
dan bermartabat di dukungpemerintah yang akuntabel dan professional”. Sedangkan
Misi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
Kabupaten Pesisir Selatan adalah Memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih,
efektif, demokratis dan transparan. Disamping itu, BPKAD Kabupaten Pesisir
Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki Motto “IPAD (Integritas,

Profesionalisme, Akuntabel, Disiplin”.
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3.3 Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan berada dibawah naungan Pemerintah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir
Selatan Sumatera Barat. Berikut struktur organisasi BPKPAD Kabupaten Pesisir

Selatan :
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Berdasarkan bagan diatas, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pesisir (BPKPAD) Selatan terdiri atas :
a. Kepala badan;
b. Sekretaris;
c. Kasubbag umum dan kepegawaian;
d. Perencanaan;
e. Analisis keuangan pusat dan daerah; dan
f. 6 Kepala Bidang
BPKPAD memiliki 6 Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) yaitu
diantaranya :
a. Bidang anggaran
b. Bidang perbendaharaan
c. Bidang akuntansi dan bina keuangan
d. Bidang barang milik daerah
e. Bidang perencanaan pengembangan pengendalian dan evaluasi pendapatan
daerah
f. Bidang pengelolaan pendapatan daerah
3.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021,
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
dapat diuraikan sebagai berikut :
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang

pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD.
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Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada point 1, Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
4. Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
6. Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam
pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan program, keuangan,

umum dan kepegawaian.

3.4.1 Sekretariat

Rincian tugas Sekretariat :

a. mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;

c. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan
Dinas;

d. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program
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kerjatahunan dinas;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekretariat;

mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan serta menindaklanjuti hasil
temuanbidang sekretariat;

menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan
kepegawaian, sub bagian perencanaan dan pelaporan serta sub bagian keuangan;
menandatangani dan/atau memaraf persuratan, naskah dinas dan dokumen
lainnyasesuai dengan kewenangan;

memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sekretariatdengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang
Sekretariat;

mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan dinas;

menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
melaksanakan pengelolaan administrasi  surat menyurat, kearsipan,
kepegawaian,urusan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan

PeraturanBupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas.

3.4.2 Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pada Penatausahaan

Keuangan, Akuntansi,Pembukuan dan Bina Keuangan.
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Fungsi :
a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang akuntansi dan bina keuangan
b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan bina keuangan
c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah
d. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan , belanja dan pembiayaan secara
sistematis dan kronologi sesuai SAP
e. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan PD dan BLUD
f.  Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
g. Penyusunan laporan realisasi APBD bulanan
h. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan sekain kas

i.  Pelaksanaan fungsi lain yg di berikan pimpinan

3.4.2.1 Sub Bidang Penatausahaan Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang

Penatausahaan Keuangan.”

Sub bidang penatausahaan keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub
bidang penatausahaan keuangan serta sumber daya yg berpedoman kepada
rencana strategi badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. Membagi tugas dan kegiatan , memberi petunjuk , membina , mengevaluasi ,
mengawasi menilai hasi Ikerja staf di lingkungan

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penatausahaan Keuangan;

d. menyusun rumusan kebijakan teknis Penatausahaan Keuangan;
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e. menyusun bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Penatausahaan Keuangan;
f.  melaksakan rekonsiliasi keuangan dengan perangkat daerah
g. melaksanakan penatausahaan pendapatan , belanja danb pembiayaan
h. mengonsep , menganalisa surat yg sudah di tanda tangani
i. memeriksa hasil kerja staf
j.  meleksanakan tugas lain yg di berikan pimpinan
3.4.2.2 Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan
Tugas Pokok :
Membantu Kepala Bidang menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang
Akuntansi dan Pembukuan.
Sub bidang akuntansi dan pembukuan mempunyai uraian tugas :
a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub
bidang akuntansi dan pembukuan
b. membagi tugas dan kegiatan , memberi petunjuk ,membina , mengevaluasi ,
mengawasi menilai hasil kerja staf
c. menyusun laporan keuabngan pemerintah daerah
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBD bulanan
e. menyusun laporan realisasi APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran;
f.  melaksanakan konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan BLUD;
g. mengonsep, menganalisa surat yang akan ditandatangani pimpinan;
h. memeriksa hasil kerja staf dilingkup Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan; dan

i.  melaksanakan tugas lain yg di berikan oleh pimpinan
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3.4.2.3 Sub bidang bina keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tugas pokok :

“ membantu kepala bidang menyelenggarakan urusan pada sub bidang bina keuangan

dan pertangggungjawaban pelaksanaan APBD.”

Sub bidang bina keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaa APBD menpunyai

uraiantugas :

a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub
bina keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

b. membagi tugas dan kegiatan , memberi petunjuk , membina , mengevaluasi ,
mengawasi dan menilai hasil kerja staf

c. menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

d. menyusun peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

e. menyusun peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD

f. merumuskan bahan penetapan kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar
AkuntansiPemerintah (SAP);

g. merumuskan bahan penetapan sistem akuntansi pemerintah daerah;

h. menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan perundang undangan

i. mengonsep , menganalisa surat yg akakn di tanda tangani

J.  memeriksan hasil kerja staf

k. melaksanakan tugas lain yg di berikan oleh pimpinan

3.4.3 Bidang Anggaran

Tugas Pokok :
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Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan,

perencanaan dan penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Fungsi :

a. Perencanaan oprasional kegitatan penyusunan pengelolaan anggaran daerah

b. Pengelolaan penyelenggaraan anggaran

c. Pengkoordinasikan penyelenggaraan anggara

d. Perumusan norma , standar , prosedur kriteria di bidang penyusunan anggaran
daerah

e. Perumusan bahan penetapan produk hukun tentang anggaran perndapatan belanja
daerah

f.  Pengendalian , evalusasi dan pelaporan penyelenggaraan anggaran daerah serta
evaluasi

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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3.4.3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang dalam menyusun kegiatan, melaksanakan,

mengkoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan

dan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub bidang perecanaan dan kebijakan anggaran mempunyai uraian tugas :

a. mengonsep dan mengusulkan rencana dan perogaram kerja

b. membagi tugas dan kegiatan ,memberi petunjuk , mengoreksi ,mengevaluasi
mengawasi dan menilai hasil kerja staf

c. menyiapkan bahan produk hukum terkait penyusunan rancangan APBD

d. menghimpun , mengolah dan menganalisa bahan

e. menyiapakn penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS

f.  menyiapkan dokumen anggaran

g. melaporkan kegiatan

h. mengsosialisasikan produk hukum dan aturan terkait kebijakan penyusubab

anggaran
i. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan

j-  melaksanan tugas lain yg di berikan oleh pimpinan
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3.4.3.2 Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang dalam menyusun kegiatan, melaksanakan,

mengkoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kebijakan

anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub bidang penyusunan anggaran mempunyai uraian tugas :

a.

b.

mengonsep dan mengusulkan rencana dan program kerja

membagi tugas dan kegiatan , memberi pentunjuk , mengoreksi , mengevaluasi
, mengawasi hasil kerja staf

menyusun rencana dan program kerja

mengumpilkan dan mengadministrasikan RKA PD

menfasilitasi TAPD

menyiapkan produk hukum terkait penyusunan APBD

menghimpun bahan penyusunan rencangan APBD dan perubahan

memeriksan kelengkapan administrasi

menyimpan dan memelihara berkas kerja serta dokumen terkait

melaksanakan tugas lain yg di berikan pimpinan
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3.4.3.3 Sub Bidang Evaluasi Anggaran

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam hal merencanakan kegiatan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Evaluasi Anggaran mempunyai uraian tugas:

a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja pada Sub Bidang Evaluasi
Anggaran berdasarkan sumber daya yang ada berpedoman pada renstra badan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. membagi tugas dan kegiatan ,memberi petunjuk , memeriksa , mengawasi |,
membina hasil kerja staf

c. melakukan pengelolaan data dasar alokasi DAU kabupaten

d. melakukan pengelolaan dan menganalisa potensi sumber data

e. melakukan verifikasi DPA PD dan DPPA PD

f. memeriksa kelengkapan administrasi

g. mengevaluasi anggaran tahun yg lalu sebagai pedoman

h. penyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan

i. menyiapkan bahan fasilitas

j.- melakukan pemantauan ,evaluasi dan pelaporan kegiatan

k. melaksanakan tugas lain yg di berikan pemimpin
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3.4.4 Bidang Perbendaharaan

Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan
program dan kegiatan di Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, Sub Bidang
Pengelolaan Kas Umum Daerah serta SubBidang Sistem Informasi Keuangan Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan oprasional program dan kegiatan
penyelenggaraan

b. perumusan bahan pembinaan , pembimbing , pengendalian dan perturan teknis
di bidang berbendaharaan

c. penyusunan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengeloaan keuangan
daerah

d. perumusan standar oprasional terkait perencanaan , pengendalian dan
pengawasan

e. pelaksanaan penyediaan sistem informasi keuangan

f. perumusan standar oprasional prosedur perencanaan , pengendalian , dan
pengawasan sistem imfomasi keuangan

g. pelaksanaan fungsi lain yg di berikan pimpinan
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3.4.4.1 Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi

Tugas Pokok :

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai

dengan peraturan perundang- undangan.

Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai uraian tugas :

a.

mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub
perbendaharaan dan verifikasi serta sumber daya yg ada pedoman kepasa renstra
badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi,
mengevaluasi dan menilai staf di lingkup Sub Bidang Perbendaharaan dan
Verifikasi agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yg
berlaku

menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis penatausahaan pengelolaan
keuangan daerah

melaksanakan penelitian kelengkapan spm pd

mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan adminditrasi gaji ASN
mengumpulkan dan ,menyiapkan dan menganalisis bahan untuk penerbitan SKPP
menyiapkan bahan rekomnedasi dan surat keputusan pengangkatan dan
pemberhentian bendahara

melaksanakan pembinaan terhadap bendahara

melaksanakan verifikasi terhadap laporan surat pertanggungjawaban fungsional
pd

melakukan koordinasi dan singkronisasi dengan unit kerja dalam rangka

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
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k. melaksanakan tugas kain yg di berikan pimpinan

3.4.4.2 Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah
Tugas Pokok :

Merencanakan kegiatan , melaksanakan , mengkoordinasikan , mengendalikan
mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan sub bidang sesuai peraturan perundang
undangan.

Sub bidang pengeloaan kas umum daerah mempunyai uaraian tugas

a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas Sub
BidangPengelolaan Kas Umum Daerah serta sumber daya yang ada berpedoman
kepada Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengevaluasi,
mengawasi dan menilai hasil kerja staf

c. menyiapkam laporan kas harian rekening kas umum

d. mengkoordinasikan anggaran kas pd

e. merekonsliasi bank terhadap rekening kas umum daerah

f. melakukan pengelolaan DAU yg di alokasikan

g. melakukan pengelolaan DAK

h. menyusun bahan keputusan kepala daerah terkait pembukaan penutupan rekening
bank bendahara pd

i. menyusun bahan manajemen kas umum daerah terkait penyertaan modal deposito
dan inverstasi

J. memeriksa hasil staf di lingkungan kerja

k. mengonsep , menganalisa surat yg di tanda tangani

I. melaksankan tugas lain yg di berikan pimpinan
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3.4.4.3 Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang perbendaharan dalam merencanakan dan melakukan

kegiatan sub bidang sistem imformasi keungan daerah melalui survei dan indentifikasi

,uji coba mentoring serta evaluasi pengembangan sostem aplikasi dan informasi

berdasar ketentuan danm prosedur yg berlaku agar terwujudnya sistem yg berbasis

Kinerja.

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas:

a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah berdasarkan Renja Badan;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan terkait
sistem infomasi pengelolaan keuangan daerah agar tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas

penyusunan pedoman kerja tentang standar , prosedur pembangunan dan
pengembangan sistem

melakukan survei dan identifikasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah
yg akan di kembangkan

melakukan uji coba penerapan sistem aplikasi dan infomasi guna
menyempurnakan

melaksanakan pengembangan sistem aplikasi keuangan daerah dan informasi
guna peningkatan kinerja

melaksanakan mentoring dan evaluasi penerapan sistem imformasi pengelolaan
keuangan

melaksanakan pembinaan dan mengembangan sumber daya manusia di bidang

tekonologi imfomasi

34



melaksanakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur sistem infomasi
aplikasi

melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan unit kerja terkait untuk mendapatkan
masukan

membangun menyediakan dan mengembangkan jariangan sistem informasi
keuangan

mengevaluasi dan mengawasi koneksi jaringan sistem informasi keuangan
daerah diseluruh PD setiap bulannya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.4.5 Bidang Barang Milik Daerah (BMD)

Tugas Fungsi :

Membantu kepala badan melaksankan dan membina perencanaan ,pengadaan

,pemanfaatan , pengamanan , penatausahaan , dan pengendalian BMD

Fungsi :

a. penyusunan rencana kerja

b. perumusankan kebijakan teknis perencanaan ,pengadaan , pemanfaatan dan
pengamanan bmd

c. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan

d. pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan

e. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian

f. evaluasi dan peyusunan laporan pelaksanaan kerja

g. pelaksanaan fungsi lain yg di berikan pimpinan
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3.4.5.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD
Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan
perencanaan danpengadaan BMD.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD mempunyai uraian fungsi :

a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub
bidang perencanaan dan pengadaan BMD serta sumber daya yg ada pedomannya
kepada rencana strategi badan sebangai peodman pelaksanaan

b. Mengumpulkan dan menyusun bahan pertimbangan rencana pengadaan BMD
kepadaPengelola Barang;

c. mengumpulkan dan menyusun bahan pertimbangan rencana pemeliharaan
kepada pengelola barang

d. menyiapkan penetapan kebijakan dan perencanaan dan pengadaan

e. membagi tugas dan kegiatan , memberi petunjuk , membina , mengevaluasi
,mengawasi dan menilai hasil kerja staf

f.  mengonsep menganalisa surat yg sudah di tanda tangani

g. melaksanakan tugas lain

3.4.5.2 Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD

Tugas Pokok :
Membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan
pemanfaatan danpengamanan BMD.
Sub bidang pemanfaatan dan pengamanan BMD urain tugas :
a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub

bidang pemanfaatan dan pengamanan bmd serta sumber daya yg berpedoman
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pada rencana strategi badan

merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pemanfaatan , pengamanan,
pemeliharan , pemindahtanganan , penghapusan

penyusunan bahan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur
pelaksanaan pemanfaatan

membagi tugas dan kegiatan , memberi petunjuk , membina , mengevaluasi
mengawasidan menilai hasil kerja staf dilingkungan Sub Bidang Pemanfaatan
dan Pengamanan BMD;

menyiapkan penetapan dan merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan,
pengamanan,pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD;
memeriksa hasil kerja staf

mengonsep , menganalisa surat yg sudah di tanda tangani

melaksankan tugas lain yg di berikan oleh pimpinan

3.4.5.3 Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian BMD

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian

BMD

Sub bidang penatausahaan dan pengendalian BMD uraian tugas :

a.

mengonsep rencanan kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub
bidang penatausahaan dan pengendalian bmd serta sumber daya yg ada
berpedoman kepada rencana strategi badan sebangai pedoman pelaksanaan tugas
membagi tugas dan kegiatan , memberi petunjuk membina mengevaluasi
mengawasi hasil kinerja staf

menyiapkan penetapan dan merumuskan kebijakan penelitian penetausahaan
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dan pengendalian dan tuntutan gaji rugi

membantu mengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi investasi
melaksanakan pencatatan BMD dan rekonsiliasi data BMD dengan PD;
menyusun laporan BMD;

membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaanBMD;

melaksanakan pembahasan bersamam tim kabupaten tentang penaksiran dan
perkiraan BMD

melaksanakan penilaian dan penerapan harga bersamam tim tentang
penghapusan bmd dengan keputusan kepala daerah

melaksankan pembinaan penatausahaan BMD

mengonsep , menganalisa surat yg sudah di tanda tangani

melaksanakan tugas lain

3.4.6 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah

Tugas Pokok :

Membantu kepala badan melaksanakan urusan bidang P3EPD dengan

melakukan perumusan konsep perencanaan dan kebijakan berdasarkan peraturan

perundang undangan dan petunjuk teknis yg berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan terlaksana secara efektif dan efesien

Fungsi :

a.

b.

perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan estensifikasi pajak daerah dan

restribusi

38



c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah

d. merumuskan prosedur standarisasi oprasional pajak daerah dan retribusi

e. merumuskan sistem dan prosedur pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
yang berbasis teknologi informasi;

f.  menyusun produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah;

g. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan
retribusi daerah

h. perumusan kebijakan strategi peyuluhan dan penyebaran infomasi pajak daerah
dan retribusi ke masyarakat

i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan
pendapatan

j.  menyelenggarakan sisterm informasi pajak daerah dan retribusi dengan baik dan
internal maupun eksternal

k. melakukan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah

I.  melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi

3.4.6.1 Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah
Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan |,
pengkoordinasian , pelaksanaan , pengadministrasian ,dan pemantauan kebijakan
pendapatan daerah
Sub bidang perencanaan dan kebijakan pemdapatan daerah uraian tugas :

a. menyusun program , kegiatan , rencana kerja dan anggaran sub bidang
perencanaan dan kebijakan pendapatan

b. membagi tugas , kegiatan , memberi petunjuk , mengevalusi , membina dan
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mengawasi hasil kerja staf

. mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif
pajak

. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan petunjuk teknis bagi
hasil pajak dan retribusi

. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis
pengenaanpendapatan asli daerah;

. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang;

. melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait pendapatan daerah

. penyusunan konsep anlisis

i. menyusun rancangan

j. menyusun konsep evaluasi dan penerbitan produk hukum

. menyusun konsep penyusunan teknis pemungutan
. menilai hasil kerja staf
. melaporakan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan

. melaksanakan tugas lain

3.4.6.2 Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang dalam melakukan pengendalian terhadap pendapatan

daerah dengan menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan , evaluasi

dan pelaporan pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah serta

pembinaan dan pengelolaan retribusi

Sub bidang pengendalian , evaluasi , dan pengawasan mempunyai uraian :

menyusun program , kegiatan rencana kerja dan anggaran sub bidang
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pengendalian , evsluasi dan pengawasan

b. memberi tugas , memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas staf

c. melaksanakan mentoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak
daerah

d. menyusun dan menghimpun pelaporan pendapatan daerah;

e. mengawasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

f.  mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;

g. melaksanakan rekonsiliasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan
pendapatandaerah dengan PD terkait

h. membuat laporan pendapatan daerah , baik hutang maupun pihutang pajak dan
permasalahannya

i.  menyiapkan bahan penetapan alokasi bagi hasil penerimaan pajak dan retribusi

j-  penyiapkan usulan penetapan terget penerimaan pajak dan retribusi

k. menilai hasil kerja staf

I.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan

m. melaksanakan tugas lain

3.4.6.3 Sub Bidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah
Tugas Pokok :
Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan , evaluasi dan pelaporan sistem informasi pajak daerah
Sub bidang pengembangan sistem pajak daerah uraian tugas :
a. menyusun program Kkegiatan , rencana kerja dan anggaran sub bidang
pengembangan sistem pajak daerah

b. membagi tugas , memberi petunjuk , dan membina pelaksanaan tugas staf
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. mengelola dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan pendapatan
daerah;

. menyiapkan sistem dan jaringan teknologi pendapatan daerah terhadap PD;

. melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada pemakai sistem atau aplikasi
pendapatan daerah kepada PTD

. melaksanakan penyajian infomasi pendapatan daerah

. pengelolaan website

. penyusunan pengolahan data dan sistem infomasi pendapatan daerah secara

elektronik

i. mengembangan sistem informasi pendapatan daerah berbasis telnologi

informasi

j. menilai hasil kerja staf

. melaporkan hasil kerja dan kegiatan

. melaksanakan tugas lain

3.4.7 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tugas Pokok :

Membantu kepala badan melaksanakan urusan di bidang pengelolaan

pendapatan daerah dalam merumuskan , melaksanakan kebijakan ,evaluasi dan

pelaporan pendataan , penilaian , pengolahan data pajak serta penagiahan dan

penyelenggaraan pelayanan pajak daerah

Fungsi :

perumusan , pelaksanaan , dan pengkoordinasian kebijakan pengelolaan
pendapatan daerah

penelitian dan verifikasi data wajib pajak daerah dan objek pajak daerah;
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penetapan wajib pajak daerah dan objek pajak daerah;
penetapan pajak daerah;
penagihan, pelayanan dan konsultasi pajak daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yg di berikan oleh pimpinan

3.4.7.1 Sub Bidang PBB dan BPHTB

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan

melaksanakan pendapatan PBB dan BPHTB sesuai dengan bidang urusan menjadi

kewenangan sub bidang PBB dan BPHTB

Sub bidang PBB dan BPHTB urai tugas :

a.

b.

menyusun program , kegiatan , rencana kerja dan anggaran

membagi tugas . memberi petunjuk , dan membina pelaksanaan tugas staf
melakukan pendataan dan pendaftaran dan penetapan wajib pajak
mengumpulkan bahan bahan dan merumuskan dasar pengenaan PBB
memberikan pertimbangan penerapan keputusan pemberian sanksi
melaksanakan pemeriksaan lapangan

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait

menilai hasil kerja staf

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan

. melaksanakan tugas lain
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3.4.7.2 Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan
melaksanakan pendataan pendapatan pajak daerah lainnya sesuai dengan bidang
urusan yang menjadi kewenangan Sub BidangPendapatan Daerah Lainnya.

Sub bidang pendapatan daerah lain uarain tugas :

a. menyusun program kegiatan , rencana kerja dan anggaran sub bidang pendapatan
daerah lainnya

b. membagi tugas , memberi petunjuk , membina melaksanakan tugas staf

c. melakukan pendataan , pendaftaran wajib pajak pendaptan daerah

d. mengumpulkan bahan dan merumuskan dan pengenaan pajak pendapatan daerah

e. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi wajib pajak atas
pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak

f. melaksanakan pemeriksaan lapangan

g. melaksanakan koordinasi dan kerja

h. menilai hasil kerja staf

I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan

J. melaksanakan tugas lain

3.4.7.3 Sub Bidang Penagihan dan Pelayanan Pajak
Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam
merumuskan danmelaksanakan penagihan, pelayanan dan konsultasi pajak daerah.

Sub bidang penagihan dan pelayanan pajak mempunyai uraian tugas ;
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menyusun program , kegiatan , rencana kerja anggaran sub bidang penagihan
dan pelayanan pajak

membagi tugas , memberi petunjuk , membina pelaksanaan tugas staf
melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak daerah

menyelenggarakan penagihan pajak serta mengkoordinasi penyampayaian surat
penagihan pajak

memberikan pelayanan dan konsultasi

menghimpun permasalahan objek pajak

mengolah data permasalahan penyelesaian keberatan , pembetulan ,
pengurangan , pembatalan ,penghapusan sanksi, pengambilan kelebihan
pembayaran

mengkoordinasi dam mengawasi petugas penerima pajak

menilai hasil kerja staf

melaporakan hasil kerja dam kegiatan

melaksanakan tugas lain
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada BPKAD Kabupaten Pesisir

Selatan

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan instansi teknis di bawah pemerintah

daerah yang memiliki fungsi utama dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk

pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan penatausahaan aset. Salah satu tugas penting

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan adalah melakukan verifikasi dokumen

pembayaran sebelum pengeluaran anggaran dilakukan melalui penerbitan SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana).

Dalam pelaksanaan fungsi verifikasi dokumen pembayaran, BPKPAD memiliki acuan

berupa standar operasioanl prosedur. Berikut adalah Bagan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Verifikasi Dokumen Pembayaran atas Belanja Pemerintah pada

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan:

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
) Kaban Kabid | Kasubid Staf Kelengkapan | Waktu Output

1 Kaban Memerintahkan untuk
pelaksanaan kegiatan @
verifikasi pembebanan
rincian rekening belanja dan A 4
Penelitian dokumen SPM ]

2. Staff Menerima dokumen - Dokumen | 40 menit |-Tanda Terima
Pembebenan rekening lengkap - Bukti
kegiatan dan sumber dana, -Bukti transaksi dan
SPP dan SPM dari SKPD dan transaksi dokumen
menyerahkannya kepada v - Dokumen SPM yg telah
kasubid untuk dilakukan SPM di-verifikasi
pengecekan pembebanan j
rekening beserta dokumen
SPM kemudian diajukan
kepada Kasubid untuk
dilaksanakan verifikasi untuk
dilakukan dokumen SPJ

3 Kasubid mengecek total nilai 30 menit |Nilai pada bukti
bukti transaksi dengan transaksi, SPM
dokumen dan SPM jika tidak ) yang telah valid
setuju mengem-balikan Tidak diproses lebih
kepada staf untuk lanjut apabila
dikembalikan kepada SKPD. B belum
Jika setuju menyerahkan Ya dikembali
kepada Kabid untuk kan pada SKPD
diverifikasi ulang. untuk diperbaiki
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No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
Kaban Kabid Kasubid Staf Kelengkapan | Waktu Output

4 Kabid mengecek total nilai -Dokumen | 1jam Dokumen SPM
bukti transaksi dengan SPM yang telah
dokumen dan SPM jika tidak v diverifikasi
setuju mengembalikan
kepada Kasubid. lJika setuju )
penerbitan SP2D jak

Ya

5 Kaban membuat disposisi Dokumen 1jam SPM yang
untuk penerbitan SP2D dan Y SPM yang telah diproses
menyerahkannya ke Kabid [:I telah dan disposisi
Perbendaharaan dan diverifikasi
Akuntansi

[ Kabid menerima disposisi SPM yang SPM yang
dari Kaban dan telah telah diproses
meneruskannya ke Kasubid diproses dan disposisi
Perbendaharaan

7 Kasubid menerima disposisi SPM yang SPM yang
dari Kabid dan telah telah diproses
meneruskannya Staf untuk » diproses dan disposisi
penerbitan SP2D L

8 Staf mengisi lembar disposisi SPM yang 1 hari Dokumen SPM
perintah penerbitan SP2D > telah yang telah
yang akan ditandatangani diproses disahkan
oleh Kuasa BUD/Kabid serta
mengarsip dokumen SPM
yang sudah disahkan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pegawai BPKPAD Kabupaten Pesisir

Selatan dan penjelasan alur pada Bagan SOP diatas, proses verifikasi dokumen

pembayaran dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a.

kepada BPKPAD, antara lain:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Perintah Membayar (SPM)

Faktur atau kwitansi

Kontrak/Perjanjian Kerja

Penerimaan Dokumen Pengajuan Pembayaran

OPD mengajukan permohonan pencairan dana melalui pengiriman dokumen
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o Berita Acara Serah Terima (BAST)

« Daftar Penggunaan Anggaran (DPA-SKPD)

b. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan daftar isian
wajib berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri dan SOP internal. Dokumen yang
tidak lengkap dikembalikan ke OPD untuk dilengkapi.
c. Pemeriksaan Kesesuaian dan Validasi Data

Data pada setiap dokumen diperiksa konsistensinya, terutama terkait nilai
anggaran, nomenklatur kegiatan, dan keterkaitannya dengan DPA. Petugas juga
memverifikasi apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan jenis belanja yang
diperbolehkan.
d. Pemeriksaan Legalitas dan Otorisasi

Dokumen diperiksa keabsahannya, mulai dari tanda tangan pejabat berwenang,
nomor SPM, hingga bukti pendukung kontraktual.
e. Pencatatan dan Rekomendasi Verifikasi

Jika seluruh dokumen dianggap valid dan sah, petugas memberikan rekomendasi
verifikasi untuk diteruskan ke bagian perbendaharaan guna penerbitan SP2D.

4.2 Bidang yang terkait dalam Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran

Unit kerja yang secara langsung menangani proses verifikasi dokumen pembayaran
pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan adalah Bidang Perbendaharaan, khususnya
pada Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, serta melakukan koordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul. Disamping itu juga terdapat peran dari
pihak-pihak terkait lainnya dalam verifikasi dokumen pembayaran sampai dengan

disetujui serta diterbitkan SP2D dengan rincian tugas sebagai berikut;
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a. Sub Bidang Perbedaharaan dan Verifikasi

Bidang ini bertanggung jawab melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan,
dan kesesuaian dokumen pembayaran seperti Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Disamping itu, Sub Bidang ini juga mengelola proses pencairan dana, termasuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah dokumen
pembayaran diverifikasi.

Peran dalam Prosedur Verifikasi yaitu melakukan pemeriksaan dokumen
pendukung, pengujian kebenaran perhitungan tagihan, serta memastikan
dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran yang
tersedia. Disamping itu, Sub Bidang ini juga berperan melakukan pengujian
akhir terhadap dokumen penagihan (SPP dan SPM), memastikan ketersediaan
anggaran, dan memeriksa kesesuaian dokumen sebelum pencairan dana

Pihak yang terlibat langsung adalah Petugas verifikator dan analis keuangan

yang memiliki keahlian dalam administrasi dan akuntansi pemerintahan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab melaksanakan pembayaran atas
belanja langsung dan tidak langsung, serta mengelola administrasi
pembayaran.

Peran dalam Prosedur Verifikasi yaitu Menyiapkan dan mengajukan SPP
beserta kelengkapan dokumen kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PPK) dan
bidang verifikasi untuk proses pemeriksaan.

Pihak yang terlibat langsung adalah Bendahara Pengeluaran masing-masing

SKPD Pemohon.
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c. Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD
- Bertanggung jawab mengesahkan dokumen pembayaran sebagai bagian dari
pengendalian internal..
- Peran dalam Prosedur Verifikasi yaitu Melakukan pemeriksaan administrasi
awal dan memberikan persetujuan atas SPP sebelum diteruskan ke BPKPAD.
- Pihak yang terlibat langsung adalah Kepala SKPD atau pejabat yang diberi
kuasa sebagai PPK (PPK)
4.3 Contoh Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Verifikasi Dokumen
Pembayaran
Dokumentasi atas contoh-contoh dokumen yang digunakan dalam Prosedur

Verifikasi Dokumen Pembayaran terdapat pada Lampiran.

4.4 Kendala dalam Prosedur Verifikasi
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, ditemukan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan verifikasi dokumen pembayaran di BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan , antara lain:
a. Keterlambatan Pengajuan dari OPD. Banyak dokumen yang diajukan mendekati
batas waktu tutup anggaran, menyebabkan penumpukan kerja di akhir tahun

anggaran.

b. Dokumen Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai Format. Masih sering ditemukan
dokumen yang tidak sesuai format atau tidak ditandatangani oleh pejabat

berwenang.

c. Keterbatasan SDM di Bagian Verifikasi. Volume pengajuan yang tinggi tidak
sebanding dengan jumlah personel, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam

proses verifikasi.
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d. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Belum Terintegrasi Penuh. Kendala
teknis dalam sistem seperti SIPD atau SIMDA dapat menyebabkan lambatnya

akses data pendukung.

4.5 Upaya Perbaikan oleh BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
Beberapa langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh BPKPAD dalam
meningkatkan efektivitas verifikasi dokumen pembayaran adalah:
a. Penguatan SOP Verifikasi . SOP diperbarui agar lebih tegas dalam ketentuan batas
waktu dan format dokumen yang diterima.
b. Sosialisasi dan Bimtek kepada OPD. BPKPAD secara berkala melakukan
sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara OPD untuk meningkatkan

kepatuhan administratif.

c. Penerapan Sistem E-Document. Dokumen mulai diajukan dalam bentuk digital
melalui sistem SIPD yang memungkinkan verifikasi dilakukan lebih cepat dan

transparan.

d. Rencana Penambahan SDM atau Tenaga Teknis Kontrak. Dalam RAPBD tahun
berikutnya, BPKPAD mengusulkan penambahan tenaga pendukung untuk

mempercepat proses kerja.
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BAB V

PENUTUP

51 Kesimpulan

Berdarsarkan uraian terhadap Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten

Pesisir Selatan, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada BPKPAD Kabupaten Pesisir
Selatan adalah rangkaian tahapan sistematis dalam keseragaman perlakuan
pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen dasar dalam realisasi belanja dan
pengeluaran kas daerah secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen Pembayaran yang diverifikasi diantaranya yaitu Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya, serta Bukti
Pengesahan SPJ.

Dalam pelaksanaan realisasi belanja dan pengeluaran kas daerah, SPP dapat berupa

SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persedian (SPP-GU), SPP

Tambah Uang Persediaan (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS).

. Dalam pelaksanaan realisasi belanja dan pengeluaran kas daerah, SPM dapat berupa

SPM Uang Persediaan (SPM-UP), SPM Ganti Uang Persedian (SPM-GU), SPM
Tambah Uang Persediaan (SPM-TU), dan SPM Langsung (SPM-LS).

Dalam pelaksanaan realisasi belanja dan pengeluaran kas daerah, SP2D dapat
berupa SP2D Uang Persediaan (SP2D -UP), SP2D Ganti Uang Persedian (SP2D -
GU), SP2D Tambah Uang Persediaan (SP2D -TU), dan SP2D Langsung (SP2D -
LS).

Pihak yang terkait dalam Prosedur verifikasi Dokumen Pembayaran diantaranya
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adalah:

a) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi dalah hal ini Petugas verifikator dan
analis keuangan yang memiliki keahlian dalam administrasi dan akuntansi
pemerintahan.

b) Bendahara Pengeluaran SKPD Pemohon.

c) Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD dalam
hal ini adalah Kepala SKPD atau pejabat yang diberi kuasa sebagai PPK (PPK).

7. Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada BPKAD Kabupaten Pesisir

Selatan diantaranya terdiri dari:

a) Penerimaan Dokumen Pengajuan Pembayaran

b) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

c) Pemeriksaan Kesesuaian dan Validasi Data

d) Pemeriksaan Legalitas dan Otorisasi

e) Pencatatan dan Rekomendasi Verifikasi

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa verifikasi dokumen pembayaran di

BPKPAD berperan strategis dalam menjaga tertib administrasi, efisiensi

penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meskipun prosedurnya sudah cukup baik dan sistematis, tantangan utama berada

pada keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya kedisiplinan OPD dalam

pengajuan dokumen. Penerapan sistem digital dan penguatan koordinasi antar
instansi merupakan solusi utama yang perlu terus ditingkatkan. Evaluasi rutin
terhadap pelaksanaan SOP juga penting dilakukan agar proses verifikasi terus
berkembang sesuai kebutuhan daerah.

52  Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan mengenai Prosedur Verifikasi
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Dokumen Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
(BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan, penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Diharapkan BPKPAD dapat secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan
workshop bagi petugas verifikator dan analis keuangan. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam administrasi serta
akuntansi pemerintahan, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih efektif dan
efisien.
2. Optimalisasi Penerapan Sistem Digital
Perlu dilakukan percepatan dalam implementasi sistem digital dalam proses
pengajuan dan verifikasi dokumen pembayaran. Dengan sistem digital, diharapkan
proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan meminimalisir terjadinya
kesalahan maupun keterlambatan akibat proses manual.
3. Koordinasi Antar Instansi
Disarankan agar BPKPAD meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sosialisasi secara berkala
mengenai prosedur dan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran perlu
dilakukan agar seluruh pihak memahami dan disiplin dalam memenuhi persyaratan
administrasi baik dari segi kelengkapan, ketepatan waktu, maupun kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku.
Dengan pelaksanaan saran-saran di atas, diharapkan proses verifikasi dokumen
pembayaran di BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih optimal,
transparan, dan lebih tertib, sehingga mendukung tercapainya tata kelola keuangan

daerah yang lebih baik.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Lembar Pengecekan Kelengkapan SPP-GU

Ve

/

I. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) -GU

Surat pengantar SPP-GU

Ringkasan SPP-GU

Rincian SPP-GU

Salinan SPD

Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan
selain uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD

Lampiran lainnya Surat Pengantar SPP-GU

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal
Nama
NIP

Tanda tangan

16 Maret 2023
Irinda Yulsi, Amd
19780721 200801 2 004

PPK OPD
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Lampiran 2. Dokumentasi Lembar Pengujian SPM

* LEMBAR PENGUJIAN SPM

(AR i SO
SKPD - 9. Patoaton
NO SPM - 005/
TENIS SPM : u@m
PROGRAM i
KEGIATAN : ?emh, QU bulen Maret 2013,

JUMLAKDANA : Rp. 76.206.\7L.-

PENGUJIAN :

(] KELENGKAPAN DOKUMEN SESUA( DIPERSYARATKAN

PERWMENDAGR! 132006
(V] KESESUAIAN DENGAN DPA/DPPA SKPD

(/] KESESUAIAN DCNGAN JUMLAH SPD

FERTIMBANGAN
| DAPAT DIPROSES UNTU!\ DITERBITKAN S,”ZD
2 DIXBBALIKAN UNTUK DIPERBAIKVDILENGE AP

Mcm ma

‘&\ /2

nasa Pe

kan unti
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Lampiran 3. Dokumentasi Surat Pernyataan Pengajuan SPM

===} PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

/) DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-GU
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN

DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPM-GU

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama » Irinda Yulsi, Amd
NIP : 19780721 200801 2 004
Pangkat /Gol : Penata Muda Tk I/ I1I/b
Jabatan : PPK SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen dan lampiran Surat Perintah
Membayar Ganti Uang (GU) Nomor OOO@SPM-
GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023 tanggal 16 Maret 2023 telah Lengkap dan
Sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Demikian Surat ini saya buat

dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. -

Painan, 16 Maret 2023
PPK SKPD

Dinas Pertanian

\
IRINDA YULSI, Amd

NIP. 19780721 200801 2 004
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Lampiran 4. Dokumentasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

=1 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro - Painan Telp, (0756) 21408 Fax, (0756) 21408

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK b

Pengajuan Ganti Uang (GU) untuk tahun 2023 sebagaimana SPP No : 00005/SPP-
GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023 tanggal 16 Maret 2023 dan SP{ No:
OOOOSﬁPM-GU/B.Z?.0.00.0.00.03,0000/802/Mar/2023 tanggal 16 Maret 2023
sejumiah Rp. 76.216.172,- (Tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas
ribu seratus tujuh plﬂuh dua rupiah)/,te!ah kami ajukan sesuai dengan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/11/Kpts//BPT/-PS/2023 tangal 2 Januari
2023 tentang Penetapan Besaran tentang Ganti Uang (GU) dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan
tanggung jawab kami.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. /

Painan, 16 Maret 2023

Pengguna Anggaran

NIP : 1978051900501 1 009
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Lampiran 5. Dokumentasi Surat Penyataan Pengajuan SPP

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro - Painan Telp, (0756) 21408 Fax, (0756) 21408

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU 7

Sehubungan dengan surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) No.
OOOOS//SPP~GU/3.27.0.00.0.00.03,0000/802/Mar/2023 Tanggal 16 Maret 2023 yang
kami ajukan sebesar Rp. 76.216.172,- (Tujuh puluh enam juta dua ratus
enam belas ribu seratus tujuh ﬁlluh dua rupiah) Pengajuan SPP GU 4
untuk keperluan OPD Dinas Pertanian Kabupaten PesisFSeIatan Tahun Anggaran
2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Pembayaran Ganti Uang (GU) tersebut diatas akan di pergunakan untuk
keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda.

2. Jumlah Pembayaran Ganti Uang (GU) tersebut tidak akan di gunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
harus dilakukan dengan pembayaran Langsung

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPP-GU OPD kami. A

Painan, 16 Maret 2023

PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 19780519 20§501 1 009
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Lampiran 6. Dokumentasi Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penggunaan
Belanja GU

J -

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro - Painan Telp, (0756) 21408 Fax, (0756) 21408

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

E N
PENGGUNAAN BELANJA GU 3

yang bertandatangan dibawah ini Pengguna Anggaran Pada Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang kami sampaikan telah diverifikasi benar sesuai dengan bukti-bukti
pengeluaran serta segala kewajiban pajak akan kami setorkan sesual dengan

peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD serta
bukti-bukti penyetoran pajak tersebut berada pada kami dan Jjika diperlukan akan
kaml sampaikan pada BPKPAD Pertanggungjawaban pelaksaan APBD atas
penggunaan Belanja GU untuk mengajukan permintaan GU ini adalah sebesar Rp.
76.216.172,-/ (Tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu
seratus tujuh puluh dua tuplah,)/ Demikianiah Surat Pernyataan ini dibuat
sebagai syarat permintaan Ganti Uang (GU) yang kaml ajukan'./

Painan, 16 Maret 2023

PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 10780519 200501 1 009
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Lampiran 7. Dokumentasi SPP-GU

SPPGU

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

S:RAT F.’ERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
omor 00005/8PP-GU/3.27.0.D0.0.00.03.00001802Mar!2023 Tahun:2023

Kepada Yth,

SURAT PENGANTAR

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

DINAS PERTANIAN
Ditempat

Dengan memperhatkan Keputusan Bupati Pesisic Sulatan Mo.900/11/pts/BPT-P52023 Tanggal 2 Januar 2023

Cara Penetapan dan Pemberizn Besarsn UP Tanun 2023 dan Peraturan Bupat No.31 Tahun 2023
‘entang Penjabaran APBD Tahun 2023, bersama ini Katni mehgajukan sehagal berkul :

a, Urusan Pemerintahan

b. OFD
¢, Tshun Anggaran
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e. Jumizh Dana 8PD

{. Name Bendahare Pengeluaran

o Jumigh Pembayaran Yang Diminta

h. Nama dan Nomor Rekening BANK

. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

- DINAS PERTANIAN
- 2023

.+ DODIB/SPDIA.27.0.00.0,00,08,000012023
. Rp. 42472.720347

(torbilang : smpat pulul dua imilyar empal fatus tujuh puich dua fubs tujun ratus dus
pulih fibu liga ratus iga puluh Lujtth rupiah)

- ELYI SRIRAHAYU SURIANI AN
. Rp, 6218172 7

(terbifang * tujuh puluh enar ufa dua ralds enam Dbalas nbe seratus lujuh puluh cus
upah) /

. BPD Gabang Painan, Rokening : 0400.01 01.00888-6

Paiman, 16 Maret 2023
|

I
Belf hara Pengeluaran

t

ELVL SR RAMAYU SURIANL AMQ

NIP. 108010192008022005

tentang
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Lampiran 8. Dokumentasi Lanjutan SPP-GU

PEMERINTAH KABUP
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARA
Nomor ; 0000S/SPP-GU/3

ATEN PESISIR SELATAN

N GANTI UANG PERSEDIAAN (8PP.GUY)

‘27.0.00.0.00.03.0000!302)Mar12023 Tahun : 2023 /
RINCIAN RENGANA PENGGUNAAN
i — Kode Rekening Uraign Jumish
1 [327.3.27.0.00.0.00.03.0000,07.2.0° Belanja Honorailym Penanggungjawsban Pengelola Keuangan 21000000
2 3.27.3.27.0.00.0.00.03.0000.03.2.0: Belanja Jaza Tenaga Teknis Perianian dan Fangan Lo ml p
3 |FXX327.0.00.0.0003.0000.012 | Bokria Jasa Toraga Tekni Parianion dan Pangan L m‘m
4 |RXK3.27.0.00.0.00.03.0000.01.2. Bolanjz Jasa Tenaga Administrasi 20.000.000 09
5 |KXX3.27.0,00.0.00.03,0000.01.2.0 Belanjz Tagirar A 2450.000,00
8 |XXX.3.27.0.00.0.00.03,0000.61.2.0 ftelanja Tagian Listril 8.651.051,00
1 [AXX.3.27.0.00.0.00,03,0000.01.2.0 |Relanja Langganan JurnakiSurat Kaber!hisjalan §00.000.00
8 |AXX3.27.0.00.0.00.09.0000.01.2.C | Belania Pameliharsan Alst Angiutar-slat Angkulan Daral Bermol 1,847.500,00
9 X.XX.3.27.0.00.0.00.02.0000.01.2.¢ |Belan;a Pameliharaan Komputer-Komputer Unt-Komputer Un? Li 700.000,00
0 PXK3.27,0.00,0,00.03.0000,01.2,0 | Belanja Pemelinarasn Komouter sralatan Komputer-Feralatan F 675.000,00
11 |3.27.2.27.0.00.0.00.02.0000.02.2.0¢ | Belanja Pefjaianan fnas Biasa 3,065.000,00
12 [XXX3727.0,00,0,00,03.0000.07.2.0 | Belarja Payalanar Dinas Biasa 11.625.521,00
13 [3.27.3.27.0.00.0.00.03.0000.02.2.0 | Belanja Perjslanan Dinas Dalar Kata 2.895.000,00
44 12.27.3.27.0.00.0,00,03.0000.02.2.0! |Helanja Perjalanan Dinas Dalam Kola
5 |3.27.5.27.0.00.0.00,03.0000.03.2.0: | Belanja Petfalanan Dinas Dalam Kota
46 |3.27.3.27.0.00.0.00.03.0000,03.2.0; | Belana Perjalanan Dinas Calam Kot
17 13.27.3.27.0.00.0.00.03.0000.07.2.0" | Belznja Fexjalanan Dinas Dalem Keta
B |XAX.3.27.0.00,0.00.03,0000.01.2.0 |Belahls Perjalanah Dinas Dalam Keta 3000200
To 1% X0X3.27.0,00.0,00.05,0000.01.2.0 | elanja Peralaran Dines Dalar Kota S
TOTAL 21617200

Terbilang < ## Luyuh puiuh enam Juta dus ratus onam bo

fas ribu soratus lujul puluh dua ruoiah it

f‘pl'l]" 16 Maret 2023

PT‘M“ Pengeluaran

\

NIP. 198010192008022005
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Lampiran 9. Dokumentasi SPM

—— J PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
__aemas SURAT PERINTAH MEMBAYAR

2023
Tahun Anggaran : 2023
No.SPM :
0000S/SPM-GUI, 27.0.00.0.00.03.0000/802Mar(2023 | =
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-petongan ;
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Supaya menerbikan SP20 kepada
SKPD - DINAS PERTANIAN
No. Uralan No. Rekening) Jumiah (Rp} Ketsrangan
1
Bendshara/ Pihak Ketige ) ELVI SRI RAHAYU SURIANI, AMD  Bendahara 2
Pengeluaran 3
4
No.Rekening Bank - 0400.0101.008836 Y
el Fetongsn
Nama Bank - BPD Cabang Painan —
NPWP 00,322,146, 205.000 Irdormasi: ik wenguran ! cembaysran SFY)
Dasar Perrbayaran - 00018/SPD/3,27.0.00.0,00,03.000012023 LS Uestan o: Raaning) s | Kﬂmwjl
1
\Untuk Keperdusn Pergajuan SPM GU ke 4 DINAS PLRTANAN 2
/ 3
Jol3 Pg ik
\Punbd::n:n pada Kode Kegiatan :
EEIETRT N dan Eveluzsi Kiretja Rp. 455400000
Perangict Dsorsh
\ 3718120101, Penyueunan Dokumen Perencanaan Pemngiat Dastzh Ra, 5§50,000.00
| 5 10200 01005 el Peroren Cinss e ot Jre. 25000050
[ 3.27.01.004 07, Evaluss| Kinerja Peranghat Daersh Fe AM00800
[5iman e Ty Pertan e dan Fangan [ =@ 3,00 |
3.7701.2.02. Adminigtrasl Kevangan Perangkat Dasrsh Rp 20.000,0000
3.27,04,202.02. Pemyedizan Adminlstrasi Pelakzanazn Tugas ASN Wp. 1003000,
51.02.0201.0075 [Belrye Jous Tenaga Admeiersd [ro 26 o
37701206 Administrasi Umum Peranglat Dasesh Rp 20507,62100
S.27.01.206.05. Ppnyedisan Eakan Bacaan dan Perautan fp. 900,:200.00
Perundang-undangan
£1.02.02.01.0052 [Belerys Lsngzonmn sumalSurd Kabarlaelsh [ 0,00
4770120605, Penyelenggarsan Rapt Koordinasi dan Konsultasl fp. 1903762100
5KP0 e
S 1020001 000" [ty Peyslanan Dnss Biasa [ro. 1585200
§.1.02.04 01 000G ].:um Peqalnen Dras Delsm Kota Ip, 7.0:2.40,00 ;
27141208 Pemypedinan Jass Penunjong Urusen Pemerintshan Rp. 12,101,010 |
Dastah
L7181.L002 Penyedinan Jasa Komunbiasl, Gumber Days Al dan Rp 12.401.051.00
Lintrik .
U JBelaryn Taghan A
1 b‘j‘u Taghst .
Pameliharusn Barang Wik Doerah Pen 3322,500.00
| Pemerimshan Oesrsh . . - i .
STTOLONDL Punysdinw Juss Pemelibarwen, Bays Pemeliharasn, oy 1,947,500.00
Fajur dan Poritinan Kendwnan Dines Operssiond
_ S Lapengee
00 [ty Promabtioraun Al Arghistin A hsghasion " TS0
. __J0w B dianderawn B Pwisogperyg
L2700 LORIL  Purnebi s Pornbaan dan Mook | ey W 1IN .20
£ 10260 U2 D8 [ty Pl s bt 4 otgatva ™ w0 0
LS TS :"I‘Iﬂ!ﬂ’-r.ll i L
£ 00200 07 04 Ludargs Vel aun dtu s+ wiabidon L Ll
=5 __ Jronpue P Parend Gorpule
DY oy e —— ™ Lo o
ATLOLLONY  Pongummsnn Punggurssn buwns Fonduing [N Lo
Pertanian besust dongan Kamodhae |ebiig! den
Gpesiih Lbast
[XET (m.\]h!-u Farpunrie v, (s Vode l.‘_ L0 e
ADHLL0S. Pengendalian tan Pergwamsan Panywdios dan N Amme
Peredaren BeniNBILI Ternsr, dan N Pakan Lok
dabam Duerah Katupateniots RS SRR B ISE
3270220801, Penjuminan P B Vet o dsmh
s.t.u«m.am}&humnmu— ]~ 1050 00 09
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Lampiran 10. Dokumentasi SP2D

T

- L ELVI SRIRAHAYU SURIANG, AMD Bmwa?angdusmn /
‘ﬂ!“”'!!@gﬁ.@ﬁ /

!&wdunw WSFH%’R#W{&S PERTARIAN
7 KODEREKERNG URAIRN JURLAH (Rp)
B B a z 3 4 TR
i ¢ jaasocommavemaniar ; >
F "l"hd‘-"‘«'r""‘ggﬂinmwmar«mmurw}nm&wquﬂu P
< fomazt os &n Spesfilzas \ :
; IRErE Baavafedaan DnasDalamkta O 2msems
2 lrmamomoxaae Sore Prarn SenaBh Tamak ; %
E ‘ 305600000
1.040.608,00
3 fihsreen Jaringen ffges Usehn Terd £ . :
Szizia Jsma Tenaza Takms Parianian dan Pargan : . 400080008
. " :
taPerzea s Dalam Ko ' 4 7R.000,00
¥ 5 smhaanan Rehahliasidan F-‘P_malha‘aan Prasarana Petaial ainngé
g THastas Kdambagan Peydihant Pedarian d Keoaretan- g
e s 2000
1055000 00
7 ~on Dokomen Parmomnaan Pevenghe! Desray 3
g Sengznan Oras DalamKae 550.000,00
R B e vrgen v e e Eud s Kineria Perenakd Nasseh B
i 510202010007 Boiaz azs Tensga Tehns Perisan dan Pargan .
) 5 | XeEHOMODoNNN 202 Panyaiazn Admnsias Passa s TUS ASY :
3 i 31020201 005 Relans i Tenage Adminstres: |
s} KA 3 OTOMTIH00 26® Penyedoan Benan Bacsan den Peraturen Peniniang-undangen
51020201 0062 Belara Langganan JumalSurat KabarMagglah
Wmemmam&m 20 Daryelenggerasntapa Koordnes: den Kensultas SKPD
Si02ATIOM0E - | gewryaPeratonan Dnas By
51 M0 Solarya Pondlanan Onas Dobam Kda
S0 2B Penyeaant Jass K omunkay, Sumber Doya Ar den Listok
mmu m Belana Taphan Ar v
Belarya Taohen ik
mh’m BMMMQI; Pq&mhwm
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Lampiran 11. Dokumentasi Lanjutan SP2D
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